
 

 

 

 

 

LURAH SRIGADING 

KAPANEWON SANDEN  KABUPATEN BANTUL  

PERATURAN KALURAHAN SRIGADING  

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIGADING 

KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SRIGADING 

 “SRIBARU SEJAHTERA” UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN  

DI KALURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

LURAH SRIGADING, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk 

program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 

20% (dua puluh persen); 

b. bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha 

Milik Kalurahan diupayakan untuk mendorong 

mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh 

warga Kalurahan, pencapaian kemandirian pangan 

dan memastikan Kalurahan terlepas dari 

kerawanan pangan; 

c. bahwa  penyertaan modal Pemerintah Kalurahan  

guna memperkuat struktur permodalan untuk 

dukungan program Ketahanan Pangan di 

Kalurahan dan meningkatkan kapasitas usaha 

Badan Usaha Milik Kalurahan, agar  memberikan 

SALINAN 
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kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan: 

d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu 

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Srigading 

kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Srigading 

“Sribaru Sejahtera” Untuk Program Ketahanan 

Pangan di Kalurahan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950  tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 



-3- 
 

113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia, 

Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);  

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
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Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

(Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

15. Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau 

Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik 

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 252); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 1051); Pasal 40, ayat (1) Bupati/wali 

kota dapat Menyusun petunjuk teknis atas 

pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana 

Desa, berpedoman pada Fokus penggunaan Dana 

Desa sesuai dengan prioritas nasional yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

dan Petunjuk Operasional; 

17. Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional 

Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 1000); 

18. Keputusan Menteri Desa Pembagunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Ketahanan Pangan di Desa; 

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah 
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Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 120) sebagaimana telah diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 160); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk 

Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 128); 

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 21); 

27. Peraturan Bupati  Bantul Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ((Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

28. Peraturan Bupati  Bantul Nomor 60 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60); 
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29. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 06 Tahun 

2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Srigading Tahun 2020 Nomor 06). 

30. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kalurahan Srigading Tahun 2021 – 

2026 (Lembaran Kalurahan Srigading Nomor 4 

Tahun 2021). 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIGADING 

dan 

LURAH SRIGADING  

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN 

MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIGADING 

KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN 

SRIGADING “SRIBARU SEJAHTERA” UNTUK 

PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN 

 

BAB I KETENTUAN 

UMUM  

Pasal 1  

Dalam peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan : 

1. Kalurahan adalah Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden  

Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Srigading 

Kapanewon Sanden  Kabupaten Bantul. 

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Srigading dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan Srigading   Kapanewon Sanden  

Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Srigading    Kapanewon Sanden  

Kabupaten Bantul. 

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Srigading    

Kapanewon Sanden  Kabupaten Bantul adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Kalurahan. 
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6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis. 

7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan 

dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang 

dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan 

yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah. 

8. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa  

di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal 

adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Kalurahan. 

9. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal. 

10. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang 

melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal. 

11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana 

organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau peraturan 

Bersama Lurah  tentang pendirian BUM Kalurahan. 

12. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan 

ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola 

aspirasi, visi dan misi BUMKal. 

13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari 

kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau 

perolehan hak lainnya yang sah. 

14. Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik  Badan Usaha Milik 

Kalurahan “Sribaru Sejahtera”, baik  yang berupa uang maupun benda 

lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak 

berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan 

manfaat atau hasil. 

15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, 

dan produktif secara berkelanjutan.  
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH KALURAHAN 

 

Pasal 2 

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading pada BUM Kal 

adalah : 

a. Sebagai modal dalam pengelolaan BUMKal terutama untuk 

melaksanakan  program Ketahanan Pangan di Kalurahan; 

b. Untuk penataan manajemen dan organisasi BUM Kal; dan 

c. Peningkatan kualitas pengelolaan BUM Kal. 

 

Pasal 3 

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading kepada Badan Usaha 

Milik Kalurahan Srigading “Sribaru Sejahtera” bertujuan untuk : 

a. investasi secara berkelanjutan guna mendorong kualitas dan 

produktivitas BUMKal; 

b. modal untuk melaksanakan program ketahanan pangan di 

Kalurahan meliputi : 

1) meningkatkan ketersediaan pangan dari hasil produksi 

masyarakat Kalurahan;  

2) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat, 

dan, 

3) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi 

seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada 

potensi sumber daya lokal. 

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi Kalurahan; 

d. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan 

e. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). 

 

BAB III 

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN 

 

Pasal 4 

1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan  Srigading  pada 

BUM Kal “Sribaru Sejahtera” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adalah sebesar Rp 257.544.800,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta 

lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah). 

2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan  dalam 1 (satu) tahap dengan 

cara ditransfer pada Rekening BUM Kal “Sribaru Sejahtera” melalui 

Bank BPD DIY.  
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Pasal 5 

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading kepada BUM Kal 

“Sribaru Sejahtera” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan  

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srigading, khususnya 

dalam pos pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal 

Kalurahan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya pada Lembaran 

Kalurahan Srigading. 

 Ditetapkan di  Srigading 

Pada tanggal  21 Oktober 2025 

 LURAH SRIGADING 

 

 

 

 

PRABAWA SUGANDA 

 

Diundangkan di Srigading 

Pada tanggal 21 Oktober 2025 

CARIK SRIGADING, 

 

 

 

 

IGNATIUS DWI KRISDIANTO 
 

 

LEMBARAN KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3 

Noreg Peraturan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden 

Kabupaten Bantul ( 18 /SRIGADING/2025 ) 

 

Ttd. 

Ttd. 


